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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Penyebab Anggota Polri Diduga Menerima Uang dari Keluarga Tersangka di Polres Batu Bara

Pembahasan mengenai penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka harus dimulai dari posisi Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan besar dalam proses pidana. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan secara profesional, tetapi dalam praktik tertentu dapat menimbulkan ruang penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan integritas, pengawasan, dan batas komunikasi yang jelas antara anggota dengan pihak berperkara.

Dalam kasus yang diteliti, dugaan penerimaan uang muncul ketika anggota yang sebelumnya bertugas sebagai penyidik pembantu dalam perkara narkotika berhubungan dengan keluarga salah satu tersangka. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penyebab awal dugaan pelanggaran tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari pertemuan antara posisi anggota sebagai pihak yang pernah menangani perkara dan kebutuhan keluarga tersangka untuk mencari jalan agar hukuman dapat diringankan.

Berdasarkan BAP, perkara awal yang menjadi latar belakang adalah perkara narkotika dengan tersangka Zunaidi, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Yusuf, yang ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/69/IV/2023/SPKT/Satresnarkoba/Res BB/Polda Sumut. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara anggota dan keluarga tersangka lahir dari proses penanganan perkara pidana yang bersifat serius, sehingga setiap komunikasi di luar kepentingan dinas patut dipandang sensitif.

Penyebab dugaan penerimaan uang juga berkaitan dengan adanya komunikasi berulang antara istri tersangka Muhammad Yusuf, yaitu Salmah, dengan anggota Polri yang diperiksa. Dalam BAP dijelaskan bahwa Salmah beberapa kali menemui dan menghubungi anggota tersebut untuk meminta bantuan agar suaminya dapat memperoleh keringanan hukuman, baik melalui jalur rehabilitasi, banding, maupun kasasi.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara, dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka umumnya berawal dari adanya komunikasi di luar hubungan dinas yang kemudian berkembang menjadi permintaan bantuan terhadap perkara yang sedang atau pernah ditangani.

Dari sisi etik, komunikasi antara anggota Polri dengan keluarga tersangka sebenarnya tidak selalu dilarang apabila dilakukan dalam koridor pelayanan hukum yang benar. Namun komunikasi tersebut menjadi bermasalah ketika bergeser menjadi hubungan pribadi yang disertai pembicaraan mengenai uang, janji pengurusan, dan harapan untuk mempengaruhi hasil perkara. Di titik inilah batas antara pelayanan dan pelanggaran mulai terlihat.

BAP menunjukkan bahwa anggota yang diperiksa mengakui telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 dari Salmah. Pengakuan ini menjadi fakta penting dalam menganalisis penyebab dugaan pelanggaran, karena dugaan tersebut tidak hanya bersumber dari laporan pihak luar, tetapi juga didukung oleh keterangan terduga pelanggar mengenai adanya penerimaan uang dengan alasan biaya pengurusan keringanan hukuman.

Penyebab berikutnya adalah adanya persepsi dari keluarga tersangka bahwa hukuman pidana masih dapat diupayakan melalui pihak tertentu di luar mekanisme resmi. Persepsi seperti ini sering muncul ketika masyarakat kurang memahami bahwa proses banding dan kasasi merupakan upaya hukum formal yang harus ditempuh melalui prosedur peradilan, bukan melalui pembayaran kepada anggota kepolisian.

Dalam BAP, anggota yang diperiksa menerangkan bahwa dirinya sempat menjelaskan kepada Salmah bahwa pengurangan hukuman tidak dapat diurus melalui kepolisian karena berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan. Akan tetapi, komunikasi tetap berlanjut hingga akhirnya muncul pembicaraan mengenai biaya dan adanya pihak lain yang disebut dapat membantu pada tingkat banding atau kasasi.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa salah satu penyebab utama dugaan penerimaan uang adalah lemahnya kemampuan anggota untuk menjaga jarak profesional setelah perkara tidak lagi berada dalam ruang kewenangannya. Seorang anggota Polri seharusnya menghentikan komunikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih ketika pembicaraan telah mengarah pada bantuan terhadap keluarga tersangka.
 Propam Polres Batu Bara menjelaskan bahwa kesempatan terjadinya pelanggaran semakin besar apabila anggota tidak segera membatasi komunikasi dengan keluarga tersangka sejak awal, terutama ketika komunikasi tersebut sudah menyentuh permintaan bantuan perkara.

Faktor kebutuhan keluarga tersangka juga terlihat kuat dalam perkara ini. Salmah sebagai istri tersangka berada dalam posisi emosional karena suaminya menghadapi ancaman hukuman berat dalam perkara narkotika. Kondisi psikologis semacam ini dapat mendorong keluarga tersangka mencari bantuan kepada siapa pun yang dianggap memiliki hubungan dengan proses hukum, termasuk anggota yang pernah menangani perkara.

Walaupun demikian, keadaan terdesak dari keluarga tersangka tidak dapat dijadikan pembenar bagi anggota Polri untuk menerima uang. Justru dalam keadaan keluarga tersangka sedang lemah secara psikologis, anggota Polri dituntut untuk menjaga integritas dan memberikan penjelasan yang benar mengenai prosedur hukum, bukan membuka ruang transaksi yang dapat merusak kepercayaan publik.

Penyebab dugaan pelanggaran juga dapat dikaitkan dengan adanya kesempatan. Kesempatan muncul karena anggota yang diperiksa mengenal Salmah sebagai istri tersangka Muhammad Yusuf dan memiliki pengetahuan mengenai perkara yang pernah ditanganinya. Pengetahuan terhadap perkara tersebut kemudian membuat anggota berada dalam posisi yang dianggap dapat membantu atau setidaknya dapat menghubungkan keluarga tersangka dengan pihak lain.

Dalam BAP, disebutkan bahwa uang diterima dalam dua tahap, yaitu sekitar bulan Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 dan sekitar bulan Agustus 2023 sebesar Rp50.000.000,00. Pola penerimaan bertahap ini menunjukkan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses komunikasi dan kesepakatan yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu.

Penerimaan uang secara bertahap juga memperlihatkan adanya perkembangan hubungan antara anggota dengan keluarga tersangka. Pada tahap awal, komunikasi mungkin diawali dengan permohonan bantuan, tetapi kemudian berubah menjadi hubungan yang melibatkan pembayaran sejumlah uang. Perubahan hubungan ini menunjukkan bahwa pelanggaran etik sering berawal dari hal yang terlihat kecil, kemudian berkembang karena tidak segera dihentikan.

Selain itu, penggunaan istilah biaya pengurusan dalam BAP menunjukkan adanya konstruksi alasan yang dipakai untuk menjelaskan penerimaan uang. Secara etik, alasan biaya pengurusan tetap tidak dapat dibenarkan apabila uang tersebut diterima oleh anggota Polri dari keluarga tersangka dan berkaitan dengan proses atau hasil perkara pidana.

Faktor pihak ketiga juga menjadi salah satu penyebab yang memperumit perkara ini. Dalam BAP disebutkan nama Mangibul Siregar sebagai pihak yang disebut akan membantu pengurusan banding dan kasasi. Keterlibatan pihak ketiga semacam ini menunjukkan bahwa dugaan penerimaan uang tidak hanya berhubungan dengan anggota dan keluarga tersangka, tetapi juga dengan jaringan informal yang berada di luar prosedur peradilan.
 Dalam wawancara, Propam juga menegaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pengurusan perkara justru menjadi tanda adanya potensi konflik kepentingan, karena anggota Polri tidak boleh menjadi perantara dalam urusan perkara di luar kewenangan dinasnya.

Kehadiran pihak ketiga membuat hubungan etik menjadi semakin problematis karena anggota Polri seolah menjadi perantara dalam pengurusan perkara yang bukan lagi menjadi kewenangan kepolisian. Padahal, tugas Polri dalam penegakan hukum harus dibatasi oleh prosedur dan kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Penyebab lain yang dapat dianalisis adalah lemahnya pemahaman mengenai konflik kepentingan. Seorang anggota Polri yang pernah menangani perkara seharusnya menyadari bahwa menerima uang dari keluarga tersangka, meskipun dengan alasan akan diteruskan kepada pihak lain, tetap menimbulkan konflik kepentingan dan merusak prinsip netralitas dalam penegakan hukum.

Dalam perspektif kode etik, hubungan yang menimbulkan konflik kepentingan dapat merusak citra dan kehormatan Polri. Hal ini sejalan dengan ketentuan etik kelembagaan yang mewajibkan pejabat Polri menjaga citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan institusi, serta melarang hubungan di luar kepentingan dinas dengan pihak terkait perkara yang sedang ditangani dengan itikad buruk.

BAP pada halaman pertama secara tegas menguraikan bahwa dugaan pelanggaran dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf l Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyebab dugaan pelanggaran bukan hanya persoalan uang, tetapi juga persoalan pelanggaran terhadap kewajiban etik dan larangan hubungan dengan pihak perkara.

Faktor integritas pribadi menjadi aspek yang tidak dapat dilepaskan. Dalam perkara ini, anggota yang diperiksa menyatakan sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana. Namun riwayat yang bersih tidak otomatis menghapus dugaan pelanggaran apabila fakta pemeriksaan menunjukkan adanya penerimaan uang dari keluarga tersangka.

Penyebab dugaan penerimaan uang juga dapat dilihat dari tidak adanya mekanisme penolakan yang tegas sejak awal. Apabila sejak awal anggota menolak komunikasi dan menyarankan keluarga tersangka menempuh mekanisme hukum resmi melalui penasihat hukum, maka ruang munculnya dugaan transaksi dapat diperkecil.

Dalam BAP, terduga pelanggar menyampaikan bahwa pada awalnya ia menolak dan menjelaskan tidak dapat membantu membebaskan Muhammad Yusuf. Akan tetapi, setelah komunikasi berulang, ia tetap membuka ruang untuk menghubungkan Salmah dengan pihak yang disebut dapat membantu. Keadaan ini menunjukkan bahwa penolakan awal tidak cukup apabila tidak diikuti dengan pemutusan komunikasi secara tegas.

Penyebab dugaan pelanggaran juga dapat muncul dari budaya mencari jalan pintas dalam perkara pidana. Keluarga tersangka yang tidak memahami proses hukum sering menganggap bahwa hukuman dapat diringankan melalui kedekatan dengan aparat. Pandangan semacam ini harus diluruskan karena dapat mendorong praktik transaksional dan merusak proses penegakan hukum.

Dalam posisi tersebut, anggota Polri seharusnya berperan sebagai penjaga prosedur, bukan sebagai pihak yang memberi harapan adanya bantuan di luar mekanisme hukum. Ketika anggota justru ikut dalam komunikasi pengurusan perkara, maka kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas penegakan hukum dapat terganggu.

Penyebab lainnya ialah kurangnya pengawasan terhadap komunikasi anggota yang telah menangani perkara sensitif. Perkara narkotika dengan barang bukti besar berpotensi memunculkan tekanan, bujukan, atau permintaan dari keluarga tersangka. Oleh karena itu, pengawasan internal perlu hadir tidak hanya setelah ada laporan, tetapi sejak proses perkara berlangsung.

Peristiwa dalam BAP memperlihatkan bahwa dugaan penerimaan uang baru diproses setelah adanya laporan pada tahun 2025, sedangkan peristiwa penerimaan uang disebut terjadi pada tahun 2023. Jarak waktu tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran etik sering kali baru terungkap setelah keluarga tersangka merasa dirugikan atau setelah janji bantuan tidak menghasilkan perubahan.

Keterlambatan pengungkapan seperti ini dapat disebabkan oleh rasa takut, ketidaktahuan, atau harapan keluarga tersangka bahwa uang yang sudah diberikan akan tetap memberikan hasil. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme pengaduan Propam sangat penting agar dugaan pelanggaran dapat segera dilaporkan.

Faktor kepercayaan pribadi juga menjadi penyebab yang terlihat dalam perkara ini. Salmah mempercayai anggota yang diperiksa karena anggota tersebut pernah menangani perkara suaminya dan dianggap memahami jalan perkara. Kepercayaan semacam ini menjadi berbahaya apabila tidak diimbangi dengan batas profesional yang jelas.

Dalam etika profesi, anggota Polri tidak hanya dituntut untuk tidak melakukan pelanggaran nyata, tetapi juga menghindari keadaan yang dapat menimbulkan persepsi negatif. Menerima uang dari keluarga tersangka, meskipun kemudian sebagian dikembalikan, tetap dapat menimbulkan kesan bahwa anggota menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu.
 Menurut Propam Polres Batu Bara, pemberian yang berhubungan dengan perkara tidak dapat dipandang sebagai pemberian pribadi, sebab konteks pemberiannya berkaitan langsung dengan harapan keluarga tersangka terhadap hasil atau keringanan perkara.

BAP menunjukkan bahwa dari Rp80.000.000,00 yang diterima, sebesar Rp70.000.000,00 disebut diserahkan kepada Mangibul Siregar, sedangkan Rp10.000.000,00 digunakan untuk keperluan pribadi. Fakta ini menjadi penting karena penggunaan sebagian uang untuk kepentingan pribadi memperkuat dimensi etik dugaan pelanggaran.

Penggunaan uang untuk keperluan pribadi menunjukkan bahwa penerimaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai uang titipan. Apabila uang dari keluarga tersangka dipakai untuk kepentingan pribadi anggota, maka dugaan pelanggaran semakin jelas karena anggota memperoleh manfaat langsung dari hubungan dengan pihak berperkara.

BAP juga menerangkan bahwa sebagian uang sebesar Rp10.000.000,00 telah dikembalikan kepada Salmah melalui transfer ke rekening adiknya, Sri Wahyuni Arifin, pada tanggal 19 dan 20 Februari 2025. Pengembalian sebagian uang tidak menghapus fakta penerimaan sebelumnya, tetapi dapat menjadi bagian dari kronologi yang dinilai dalam pemeriksaan etik.

Dari sisi penyebab, pengembalian uang dapat menunjukkan adanya kesadaran setelah persoalan muncul. Namun dalam analisis etik, tindakan pengembalian tidak serta-merta menghilangkan pelanggaran karena yang dinilai adalah perbuatan menerima uang dan hubungan yang menyertainya sejak awal.

Penyebab dugaan pelanggaran juga berkaitan dengan tidak adanya bukti formal penyerahan Rp70.000.000,00 kepada pihak ketiga. Dalam BAP, terduga pelanggar menyatakan tidak memiliki tanda terima penyerahan uang kepada Mangibul Siregar. Ketiadaan bukti ini memperlemah posisi terduga pelanggar dan menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan uang tersebut.

Ketiadaan bukti penyerahan uang membuat peristiwa menjadi sulit dibuktikan secara administratif. Namun justru karena itu, anggota Polri seharusnya tidak menerima atau menyalurkan uang dari pihak keluarga tersangka dalam bentuk apa pun, apalagi dengan cara tunai dan tanpa dokumen yang sah.

Penyebab yang tidak kalah penting adalah adanya relasi kuasa. Keluarga tersangka berada dalam posisi membutuhkan bantuan, sedangkan anggota Polri memiliki status sebagai aparat yang memahami proses hukum. Relasi yang tidak seimbang ini dapat memunculkan potensi penyalahgunaan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kajian hukum dan etika profesi, relasi kuasa harus dikendalikan melalui aturan etik yang ketat. Larangan menerima pemberian dari pihak yang berperkara bertujuan mencegah anggota Polri menyalahgunakan kedudukan, menjaga objektivitas, dan melindungi masyarakat dari praktik transaksional.

Dengan demikian, penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu adanya komunikasi dengan keluarga tersangka, kebutuhan keluarga tersangka memperoleh keringanan hukuman, lemahnya batas profesional, adanya pihak ketiga, serta kurangnya penolakan tegas dari anggota terhadap pemberian uang.

Penyebab tersebut juga dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang masih mempercayai jalur informal dalam penanganan perkara. Ketika keluarga tersangka merasa proses hukum dapat dibantu melalui orang tertentu, maka ruang terjadinya dugaan pelanggaran etik menjadi lebih terbuka.

Namun demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada anggota Polri untuk menjaga integritas profesi. Seorang anggota Polri tidak boleh menjadikan keadaan keluarga tersangka sebagai alasan menerima uang, karena setiap penerimaan yang berkaitan dengan perkara berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dugaan penerimaan uang bukan hanya persoalan tindakan individual, tetapi juga persoalan etika kelembagaan. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan internal, pembinaan integritas, dan edukasi kepada masyarakat agar komunikasi dengan aparat tidak berubah menjadi hubungan transaksional.

Penulis menilai bahwa perkara ini menjadi contoh bahwa pelanggaran etik dapat terjadi dari celah komunikasi yang awalnya terlihat biasa. Apabila anggota Polri tidak menjaga batas hubungan dengan keluarga tersangka, maka posisi aparat penegak hukum dapat berubah dari pelayan hukum menjadi pihak yang diduga mengambil keuntungan dari perkara.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama adalah bahwa penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara meliputi faktor integritas, kesempatan, tekanan keluarga tersangka, komunikasi informal, keterlibatan pihak ketiga, dan lemahnya pembatasan hubungan di luar kepentingan dinas. Semua faktor tersebut harus dipahami sebagai peringatan penting bagi institusi Polri dalam menjaga marwah profesi.
 Hasil wawancara tersebut memperkuat bahwa penyebab utama dugaan pelanggaran bukan hanya pemberian uang, tetapi juga kegagalan anggota menjaga integritas, jarak profesional, dan batas hubungan dengan keluarga tersangka.

B. 
Pemeriksaan terhadap Anggota Polri yang Diduga Menerima Uang dari Keluarga Tersangka di Polres Batu Bara

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dari keluarga tersangka merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal untuk menjaga kehormatan profesi Polri. Dalam perkara ini, pemeriksaan dilakukan oleh unsur Propam Polres Batu Bara melalui Berita Acara Pemeriksaan terhadap terduga pelanggar, sehingga pembahasan harus diarahkan pada prosedur, substansi pertanyaan, dan hubungan antara keterangan yang diperoleh dengan dugaan pelanggaran kode etik.

BAP menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Senin, 14 April 2025, sekitar pukul 11.45 WIB oleh IPDA Harto Pardede selaku Akreditor Propam Polres Batu Bara. Keterangan ini penting karena menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tidak dilakukan secara informal, melainkan dituangkan dalam dokumen resmi kepolisian sebagai bagian dari administrasi penanganan dugaan pelanggaran etik.

Dasar pemeriksaan dalam BAP merujuk pada Surat Perintah Nomor Sprin/02/III/2025/P25/Propam tanggal 17 Maret 2025 dan Laporan Polisi Nomor LP/103/III/2025/Sipropam tanggal 17 Maret 2025. Dengan adanya dasar administrasi tersebut, pemeriksaan terhadap terduga pelanggar memiliki pijakan prosedural yang jelas.

Tahap awal pemeriksaan dilakukan dengan memastikan identitas terduga pelanggar. Dalam BAP disebutkan bahwa terduga bernama Afriadi, S.H., M.H., berpangkat AIPDA, NRP 87050051, dengan jabatan Brigadir Polsek Lima Puluh Polres Batu Bara. Identifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang diperiksa adalah subjek yang benar dalam dugaan pelanggaran.

Selain identitas, pemeriksa juga menanyakan keadaan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa. Pertanyaan tersebut penting karena pemeriksaan etik harus dilakukan secara patut, tanpa paksaan, serta memastikan bahwa keterangan yang diberikan berasal dari keadaan sadar dan sehat.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara, setiap anggota yang diperiksa wajib terlebih dahulu diberitahukan pokok dugaan pelanggaran agar pemeriksaan berjalan terbuka dan terduga pelanggar dapat memberikan keterangan secara benar.

Dalam BAP, terduga pelanggar menyatakan dirinya sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Pernyataan ini menjadi dasar bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP dapat dipandang sebagai keterangan yang disampaikan secara sadar dalam proses pemeriksaan Propam.

Pemeriksaan juga memuat pemberitahuan mengenai alasan terduga pelanggar diperiksa. Terduga diberitahu bahwa pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ketika bertugas sebagai penyidik Sat Resnarkoba Polres Batu Bara, khususnya dalam penanganan perkara narkotika yang melibatkan Muhammad Yusuf.

Tahap ini penting karena setiap orang yang diperiksa harus mengetahui pokok persoalan yang dituduhkan kepadanya. Dengan mengetahui alasan pemeriksaan, terduga pelanggar dapat memberikan keterangan secara terarah dan memiliki kesempatan untuk menjelaskan posisi serta kronologi versinya.

Pemeriksaan terhadap riwayat hidup terduga pelanggar juga dimasukkan dalam BAP. Riwayat pendidikan, riwayat jabatan, dan latar belakang keluarga dicatat untuk memberikan gambaran mengenai identitas kedinasan dan pengalaman anggota yang diperiksa.

Dalam konteks pemeriksaan etik, riwayat jabatan menjadi relevan karena menunjukkan apakah terduga pelanggar memang pernah berada pada satuan atau posisi yang berhubungan dengan perkara yang menjadi sumber dugaan. BAP menyebutkan bahwa terduga pernah bertugas di Sat Resnarkoba Polres Batu Bara pada tahun 2013 sampai 2024.

Pemeriksa juga menanyakan apakah terduga menyediakan pendamping atau penasihat hukum dalam pemeriksaan. Dalam BAP, terduga menyatakan tidak menyediakan pendamping atau penasihat hukum dan cukup memberikan keterangan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan tetap memberi ruang bagi terduga untuk menentukan sikap mengenai pendampingan.

Pemeriksaan kemudian masuk pada riwayat pelanggaran. Terduga menyatakan selama menjadi anggota Polri tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana. Keterangan ini dapat menjadi bagian dari latar belakang pribadi, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang sedang dilaporkan.

Tahapan berikutnya adalah menghubungkan terduga pelanggar dengan perkara narkotika yang pernah ditanganinya. Pemeriksa menanyakan apakah pada tanggal 27 April 2023 terduga bertugas sebagai penyidik pembantu Sat Resnarkoba Polres Batu Bara, dan terduga membenarkan hal tersebut.
 Propam menerangkan bahwa pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pengakuan anggota, tetapi juga menelusuri dokumen perkara, hubungan anggota dengan keluarga tersangka, alur komunikasi, serta bukti pendukung mengenai penerimaan atau pengembalian uang.

Pertanyaan mengenai jabatan pada tanggal tertentu sangat penting karena dugaan penerimaan uang berhubungan dengan penanganan perkara yang terjadi saat terduga berada dalam lingkup tugas tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya menilai penerimaan uang, tetapi juga hubungan antara penerimaan uang dengan posisi kedinasan terduga.

Pemeriksa kemudian memperlihatkan kepada terduga laporan polisi dan surat perintah penyidikan terkait perkara narkotika. Terduga membenarkan bahwa ia ditunjuk oleh atasan saat bertugas di Sat Resnarkoba untuk menangani perkara tersebut. Proses konfirmasi dokumen ini menunjukkan bahwa pemeriksaan Propam berusaha mengikat keterangan dengan alat administrasi perkara.

Dalam BAP disebutkan bahwa perkara narkotika tersebut melibatkan tiga orang pelaku, yaitu Zunaidi, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Yusuf, dengan barang bukti berupa sepuluh paket ukuran besar narkotika jenis shabu. Keterangan ini memperlihatkan tingkat keseriusan perkara awal yang menjadi latar belakang dugaan pelanggaran etik.

Pemeriksaan juga mengurai pasal yang diterapkan dalam perkara narkotika tersebut, yakni Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), subsider Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Uraian pasal ini menunjukkan bahwa perkara yang ditangani memiliki ancaman hukum berat.

Selanjutnya, pemeriksa menanyakan perkembangan penanganan perkara, dan terduga menjelaskan bahwa perkara telah P21 serta telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Batu Bara pada tanggal 26 Juli 2023. Keterangan ini penting untuk melihat apakah dugaan penerimaan uang terjadi sebelum atau sesudah kewenangan penyidikan selesai.

BAP kemudian memasuki bagian yang paling substansial, yaitu keterangan mengenai Salmah sebagai istri tersangka Muhammad Yusuf. Terduga menyatakan mengenal Salmah dan mengetahui bahwa ia merupakan istri dari tersangka yang perkaranya pernah ditangani.

Pemeriksaan terhadap hubungan antara terduga dan Salmah diperlukan untuk membuktikan adanya relasi antara anggota Polri dengan pihak keluarga tersangka. Relasi inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan penerimaan uang.

Pemeriksa menanyakan langsung keterangan bahwa terduga telah meminta dan menerima uang dari Salmah sebesar Rp80.000.000,00 dengan peruntukan biaya pengurusan meringankan putusan hukuman terhadap Muhammad Yusuf. Terduga menjawab bahwa benar ia menerima uang tersebut, namun menyatakan tidak meminta terlebih dahulu.

Jawaban terduga tersebut menjadi titik penting dalam pemeriksaan karena terdapat pengakuan penerimaan uang, meskipun terduga memberikan penjelasan bahwa inisiatif awal berasal dari Salmah. Dalam pemeriksaan etik, pengakuan penerimaan uang tetap harus dinilai bersama konteks hubungan dengan perkara dan tujuan pemberian.

Pemeriksaan kemudian mendalami kapan dan di mana uang diterima. Terduga menjelaskan bahwa uang diterima dalam dua tahap, yakni sekitar Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 secara tunai di rumah Salmah dan sekitar Agustus 2023 sebesar Rp50.000.000,00 juga secara tunai di rumah Salmah.
 Dalam wawancara, Propam Polres Batu Bara menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pelapor, keluarga tersangka, anggota yang dilaporkan, dan saksi lain harus dilakukan secara berimbang agar hasil pemeriksaan tidak hanya bersumber dari satu pihak.

Pendalaman mengenai waktu, tempat, jumlah, dan cara penerimaan uang sangat penting dalam pemeriksaan Propam. Rincian tersebut membantu membangun kronologi dan menentukan apakah keterangan terduga konsisten dengan laporan serta bukti lain yang dimiliki pemeriksa.

BAP juga memuat kronologi panjang mengenai permintaan bantuan dari Salmah. Terduga menjelaskan bahwa Salmah beberapa kali meminta agar suaminya dapat dibantu, termasuk agar dapat dibebaskan melalui rehabilitasi atau diringankan hukumannya. Keterangan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya berfokus pada uang, tetapi juga pada proses komunikasi sebelum uang diterima.

Pemeriksa menelusuri bagaimana pembicaraan berkembang hingga muncul nominal biaya pengurusan. Dalam BAP, terduga menerangkan adanya pembicaraan mengenai biaya Rp100.000.000,00 yang kemudian disanggupi Salmah sebesar Rp80.000.000,00. Hal ini menjadi aspek penting dalam menilai apakah terdapat unsur kesepakatan atau setidaknya kesediaan menerima uang.

Pemeriksaan juga menanyakan cara atau proses pengurusan untuk meringankan hukuman. Terduga menyatakan bahwa pengurusan dilakukan melalui permohonan banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung, bukan melalui putusan pengadilan negeri. Penjelasan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa proses yang dimaksud berada di luar kewenangan kepolisian.

Keterangan tersebut justru memperkuat pentingnya pemeriksaan etik, karena anggota Polri tetap menerima uang meskipun mengetahui bahwa upaya hukum tersebut bukan menjadi kewenangannya. Dalam etika kelembagaan, tindakan menghubungkan atau mengurus kepentingan keluarga tersangka tetap dapat menimbulkan kesan penyalahgunaan kedudukan.

Pemeriksa kemudian menanyakan keberadaan uang yang telah diterima. Terduga menyatakan bahwa Rp70.000.000,00 telah diserahkan kepada Mangibul Siregar, sedangkan Rp10.000.000,00 merupakan keuntungan sesuai kesepakatan dan telah digunakan untuk keperluan pribadi.

Pernyataan mengenai penggunaan Rp10.000.000,00 untuk keperluan pribadi merupakan keterangan penting karena menunjukkan adanya manfaat pribadi yang diterima terduga. Dalam pemeriksaan etik, manfaat pribadi dari pihak keluarga tersangka merupakan salah satu indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap integritas profesi.

Pemeriksa juga menanyakan apakah terduga memiliki bukti penyerahan uang Rp70.000.000,00 kepada Mangibul Siregar. Terduga menjawab tidak memiliki bukti penyerahan uang dan menyatakan uang diserahkan secara tunai di Kota Medan tanpa tanda terima.

Tidak adanya bukti penyerahan uang kepada pihak ketiga menjadi kendala pembuktian sekaligus memperkuat pentingnya pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses etik, keterangan semacam ini perlu dikonfrontir dengan saksi, dokumen, rekening, atau keterangan pihak lain agar fakta pemeriksaan menjadi lebih terang.

Pemeriksaan juga menanyakan alasan mengapa uang dari Salmah tidak langsung diserahkan kepada Mangibul Siregar. Terduga menjawab bahwa dirinya tidak menyuruh Salmah langsung menemui Mangibul Siregar agar ia dapat mengambil keuntungan dari Salmah sebagai jasa karena telah membantu mengurus suaminya.

Jawaban ini menjadi bagian yang sangat penting dalam BAP karena menunjukkan adanya motif memperoleh keuntungan. Dalam perkara etik, motif keuntungan pribadi dapat memperberat penilaian terhadap perbuatan anggota karena bertentangan dengan kewajiban menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat.

Pemeriksaan kemudian menelusuri apakah upaya banding berhasil meringankan hukuman Muhammad Yusuf. Terduga menjelaskan bahwa permohonan banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tetap dikuatkan, yaitu pidana penjara selama sembilan tahun sembilan bulan.
 Propam juga menilai keterkaitan dugaan penerimaan uang dengan perkara pidana yang sedang ditangani, karena hubungan antara uang dan perkara menjadi dasar penting untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran kode etik profesi.

Keterangan ini menunjukkan bahwa pemberian uang tidak menghasilkan keringanan hukuman sebagaimana diharapkan keluarga tersangka. Namun kegagalan hasil tersebut tidak menghapus persoalan etik, karena fokus pemeriksaan adalah penerimaan uang dan hubungan dengan keluarga tersangka.

Pemeriksaan juga mendalami pengembalian uang. Terduga menyatakan telah mengembalikan sebagian uang kepada Salmah sebesar Rp10.000.000,00 melalui transfer ke rekening Sri Wahyuni Arifin pada tanggal 19 Februari 2025 sebesar Rp7.000.000,00 dan tanggal 20 Februari 2025 sebesar Rp3.000.000,00.

Pemeriksa kemudian memperlihatkan surat pernyataan Afriadi tanggal 19 Februari 2025 yang disaksikan Mahdewi dan Sri Wahyuni Arifin. Terduga membenarkan bahwa surat pernyataan tersebut benar dibuat olehnya. Konfirmasi dokumen ini menunjukkan bahwa pemeriksaan Propam juga menggunakan bukti tertulis untuk memperkuat keterangan.

Dalam pemeriksaan, terduga juga ditanyakan apakah dalam proses penanganan perkara pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dibenarkan memberi uang suap kepada pejabat untuk meringankan hukuman. Terduga menjawab tidak dibenarkan memberikan uang suap kepada pejabat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa terduga mengetahui larangan pemberian uang suap dalam proses perkara. Pengetahuan ini penting dalam pemeriksaan etik karena dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar terhadap larangan yang berlaku.

Pada bagian akhir BAP, terduga menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan. Pernyataan ini memperkuat kedudukan BAP sebagai dokumen pemeriksaan resmi yang memuat keterangan terduga pelanggar secara lengkap.

Terduga juga menyatakan tidak diarahkan atau dipaksa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa. Keterangan ini penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara dilakukan melalui tahapan administratif dan substansial. Tahapan tersebut meliputi dasar laporan, identifikasi terduga, pemeriksaan riwayat tugas, konfirmasi perkara asal, pendalaman hubungan dengan keluarga tersangka, pengakuan penerimaan uang, penelusuran penggunaan uang, dan penilaian terhadap kesadaran terduga mengenai larangan suap.

Proses pemeriksaan dalam BAP menunjukkan bahwa Propam tidak hanya mencatat pengakuan, tetapi juga menelusuri alur peristiwa secara kronologis. Hal ini penting agar dugaan pelanggaran kode etik dapat dibuktikan secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan laporan sepihak.

Berdasarkan uraian tersebut, jawaban terhadap rumusan masalah kedua adalah bahwa pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dilakukan melalui mekanisme Propam dengan membuat BAP, menguji keterangan terduga, menghubungkan perbuatan dengan dokumen perkara, dan menilai apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan kode etik serta kewajiban disiplin anggota Polri.
 Dengan demikian, hasil wawancara memperjelas bahwa pemeriksaan Propam dilakukan melalui proses administrasi, klarifikasi, pengumpulan bukti, pemeriksaan para pihak, dan analisis hubungan antara uang yang diterima dengan perkara yang melatarbelakanginya.

C. 
Sanksi yang Dapat Diberikan kepada Anggota Polri yang Terbukti Menerima Uang dari Keluarga Tersangka

Sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi etik profesi dan sisi hukum lain yang mungkin muncul apabila perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah sanksi etik karena dugaan yang diperiksa dalam BAP dikaitkan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Pemberian sanksi etik tidak hanya bertujuan menghukum anggota yang melanggar, tetapi juga menjaga kehormatan institusi Polri. Anggota Polri merupakan representasi negara dalam penegakan hukum, sehingga setiap perbuatan yang menimbulkan kesan transaksi dengan pihak berperkara dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Dalam BAP, dugaan pelanggaran dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf l Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan tersebut pada pokoknya menekankan kewajiban menjaga citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, serta larangan melakukan hubungan di luar kepentingan dinas dengan pihak terkait perkara dengan itikad buruk.

Apabila terbukti, pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi etik yang bersifat administratif maupun rekomendasi yang lebih berat. Sanksi tersebut dijatuhkan melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang kode etik yang menilai fakta, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan.
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara, sanksi terhadap anggota yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka dapat berupa sanksi etik dan/atau disiplin, bahkan dapat berlanjut ke proses pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

Jenis sanksi etik dapat berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf, kewajiban mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi, mutasi bersifat demosi, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran dinilai berat.

Dalam perkara ini, nilai uang yang disebut dalam BAP sebesar Rp80.000.000,00 merupakan faktor penting dalam menilai berat ringannya sanksi. Jumlah tersebut bukan nominal kecil, apalagi berkaitan dengan perkara narkotika yang sedang atau pernah ditangani oleh anggota Polri.

Selain jumlah uang, tujuan pemberian juga menjadi faktor pertimbangan. BAP menunjukkan bahwa uang tersebut dikaitkan dengan upaya meringankan hukuman Muhammad Yusuf, baik pada tingkat banding maupun kasasi. Tujuan seperti ini jelas berhubungan dengan proses peradilan, sehingga pelanggarannya tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi biasa.

Sanksi yang dapat diberikan juga dipengaruhi oleh posisi anggota saat peristiwa terjadi. Terduga pelanggar pernah bertugas sebagai penyidik pembantu Sat Resnarkoba Polres Batu Bara dan membenarkan pernah menangani perkara narkotika yang melibatkan Muhammad Yusuf. Posisi tersebut menimbulkan hubungan langsung antara jabatan kedinasan dan dugaan penerimaan uang.

Apabila anggota terbukti menerima uang karena pernah menangani perkara, maka perbuatannya dapat dipandang menciderai integritas penyidikan. Meskipun perkara telah P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan, hubungan anggota dengan perkara tetap relevan karena keluarga tersangka memberikan uang berdasarkan kepercayaan pada status anggota tersebut.

Dalam menjatuhkan sanksi, lembaga etik perlu mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan. BAP menunjukkan adanya penerimaan uang dalam dua tahap dan adanya pembicaraan mengenai nominal biaya. Keadaan ini dapat menunjukkan bahwa perbuatan tidak terjadi secara kebetulan.

Penerimaan uang secara bertahap menunjukkan adanya kelanjutan niat dan komunikasi yang berulang. Dalam penilaian etik, perbuatan yang berlangsung berulang biasanya lebih berat dibandingkan perbuatan yang terjadi satu kali secara spontan, karena menunjukkan kesempatan untuk berhenti tetapi tidak digunakan.

Keterlibatan pihak ketiga bernama Mangibul Siregar juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi. Jika anggota Polri berperan sebagai penghubung kepada pihak luar untuk mengurus perkara, maka pelanggaran tidak hanya berupa penerimaan uang, tetapi juga penyalahgunaan hubungan kedinasan untuk kepentingan keluarga tersangka.

Dalam BAP, terduga pelanggar menyatakan bahwa Rp70.000.000,00 diserahkan kepada Mangibul Siregar tanpa bukti tanda terima. Ketiadaan bukti ini memperberat posisi etik anggota karena penerimaan dan penyaluran uang dilakukan secara tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Sanksi juga dapat dipengaruhi oleh adanya keuntungan pribadi. Terduga pelanggar menyatakan bahwa Rp10.000.000,00 digunakan untuk keperluan pribadi. Fakta ini penting karena memperlihatkan adanya manfaat langsung yang diterima dari uang keluarga tersangka.

Pengembalian sebagian uang kepada Salmah dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, tetapi tidak menghapus pelanggaran. Dalam hukum etik, pengembalian uang setelah persoalan muncul tidak otomatis menghilangkan perbuatan menerima uang dari pihak yang berhubungan dengan perkara.
 Propam menjelaskan bahwa berat ringannya sanksi ditentukan dengan memperhatikan nilai uang yang diterima, tujuan pemberian, dampak terhadap perkara, jabatan anggota, serta ada atau tidaknya upaya mengembalikan uang kepada pihak keluarga tersangka.

Sanksi etik harus mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui ada anggota Polri menerima uang dari keluarga tersangka untuk pengurusan perkara, maka citra institusi dapat menurun dan muncul anggapan bahwa proses hukum dapat diperjualbelikan.

Dalam kaitannya dengan disiplin, perbuatan menerima uang dari pihak berperkara juga dapat dinilai bertentangan dengan kewajiban anggota Polri untuk menaati peraturan kedinasan dan menjaga kehormatan. Oleh karena itu, selain mekanisme etik, perbuatan tersebut dapat pula beririsan dengan pelanggaran disiplin apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan disiplin Polri.

Apabila ditemukan unsur pidana, penerimaan uang dari keluarga tersangka juga dapat diperiksa dalam ranah pidana, misalnya apabila terdapat unsur suap, gratifikasi, penipuan, atau perbuatan lain yang diatur dalam hukum pidana. Namun penentuan proses pidana harus didasarkan pada alat bukti dan unsur delik, bukan hanya pada dugaan etik.

Dengan demikian, sanksi terhadap anggota tidak boleh ditentukan secara emosional, melainkan harus melalui pembuktian yang objektif. Sidang etik perlu menilai BAP, keterangan pelapor, saksi, dokumen transfer, surat pernyataan, serta keterangan pihak lain yang disebut dalam kronologi.

Dalam perkara ini, surat pernyataan tanggal 19 Februari 2025 yang dibenarkan oleh terduga pelanggar dapat menjadi bukti pendukung. Dokumen tersebut penting karena menunjukkan adanya pengakuan tertulis atau setidaknya pernyataan yang berkaitan dengan pengembalian uang.

Sanksi yang dijatuhkan juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Artinya, sanksi harus seimbang antara tingkat kesalahan anggota, akibat yang ditimbulkan, nilai uang, jabatan, pengakuan, pengembalian uang, dan dampaknya terhadap institusi Polri.

Apabila pelanggaran dianggap berat karena mencoreng martabat institusi dan menimbulkan kerugian kepercayaan publik, maka sanksi berat seperti mutasi demosi atau rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dapat dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan fungsi kode etik sebagai penjaga kehormatan profesi.

Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan. Sanksi tersebut harus melalui mekanisme yang sah dan didasarkan pada pemeriksaan komprehensif, karena menyangkut status keanggotaan seseorang dalam Polri.

Selain sanksi yang bersifat menghukum, pembinaan juga penting dilakukan. Pembinaan mental, moral, dan integritas dibutuhkan agar anggota memahami bahwa hubungan dengan pihak berperkara memiliki risiko etik yang tinggi dan harus dihindari sejak awal.

Sanksi juga memiliki fungsi preventif bagi anggota lainnya. Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran penerimaan uang, anggota Polri lain dapat mengambil pelajaran bahwa bantuan kepada keluarga tersangka harus tetap berada dalam koridor prosedur hukum dan tidak boleh disertai penerimaan uang.

Fungsi preventif ini penting karena perkara pidana sering melibatkan keluarga tersangka yang berada dalam tekanan psikologis. Jika anggota tidak memiliki integritas, situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan dalih membantu proses hukum.
 Dalam wawancara, Propam Polres Batu Bara menegaskan bahwa pengembalian uang tidak serta-merta menghapus pelanggaran, tetapi dapat dinilai sebagai salah satu keadaan yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan etik.

Dalam BAP, terduga pelanggar menyatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan uang suap kepada pejabat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa anggota memahami larangan tersebut, sehingga apabila terbukti tetap menerima uang, maka aspek kesadaran terhadap larangan dapat memperberat penilaian.

Sanksi yang diberikan kepada anggota Polri juga harus memberikan rasa keadilan bagi pelapor atau keluarga tersangka. Pihak keluarga yang memberikan uang dan tidak memperoleh hasil sebagaimana diharapkan dapat merasa dirugikan, sehingga proses etik harus memberi kepastian bahwa laporan mereka ditangani secara serius.

Meskipun demikian, keluarga tersangka juga perlu dipahami sebagai pihak yang turut berada dalam lingkaran perbuatan pemberian uang. Oleh karena itu, pemeriksaan tidak hanya melihat anggota sebagai penerima, tetapi juga menelusuri motif, cara, dan tujuan pemberian dari keluarga tersangka.

Dalam konteks penegakan etik, fokus utama tetap pada anggota Polri karena anggota memiliki kewajiban hukum dan etik yang lebih tinggi. Masyarakat mungkin tidak memahami prosedur hukum, tetapi anggota Polri seharusnya memahami batas kewenangan dan larangan menerima uang terkait perkara.

Sanksi yang tepat akan membantu memulihkan citra Polri. Apabila pelanggaran dibiarkan atau diselesaikan tanpa transparansi, masyarakat dapat menilai bahwa institusi tidak serius menindak anggotanya yang diduga menyalahgunakan hubungan dengan pihak berperkara.

Sebaliknya, penegakan etik yang tegas dan adil dapat memperlihatkan bahwa Polri memiliki mekanisme koreksi internal. Hal ini penting agar masyarakat tetap percaya bahwa tidak semua penyimpangan dibiarkan, dan anggota yang melanggar tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sanksi juga harus memperhatikan hak terduga pelanggar. Terduga tetap berhak memberikan keterangan, menghadirkan bukti, menjelaskan kronologi, dan membela diri. Prinsip ini penting agar proses etik tidak berubah menjadi penghukuman sepihak tanpa pemeriksaan yang adil.

Dalam BAP, terduga menyatakan tidak diarahkan atau dipaksa dalam memberikan keterangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan awal telah memuat aspek sukarela. Namun dalam sidang etik, keterangan tersebut tetap perlu diuji bersama bukti lain.

Apabila dalam sidang etik terbukti bahwa anggota menerima uang dan memperoleh keuntungan pribadi, maka sanksi berat menjadi lebih rasional. Hal ini karena perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan integritas yang langsung bersentuhan dengan perkara pidana.

Apabila sebaliknya terdapat fakta yang meringankan, misalnya sebagian uang telah dikembalikan, anggota kooperatif, belum pernah dihukum, atau ada tekanan dari pihak keluarga tersangka, maka keadaan tersebut dapat dipertimbangkan. Namun pertimbangan meringankan tidak boleh menghilangkan kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi yang memberi efek pembinaan dan pencegahan.

Dengan demikian, sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka dapat berupa sanksi etik, sanksi disiplin, dan dalam keadaan tertentu dapat berkembang ke proses pidana. Pemilihan jenis sanksi bergantung pada hasil pemeriksaan, tingkat kesalahan, alat bukti, dan akibat perbuatan terhadap institusi.
 Propam juga menegaskan bahwa pemberian sanksi tidak hanya ditujukan untuk menghukum anggota, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menunjukkan bahwa institusi Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang bekerja.

Dalam perkara yang diteliti, fakta BAP mengenai penerimaan Rp80.000.000,00, penggunaan Rp10.000.000,00 untuk kepentingan pribadi, serta tidak adanya bukti penyerahan Rp70.000.000,00 kepada pihak ketiga menjadi faktor penting dalam menilai berat ringannya sanksi. Fakta-fakta tersebut perlu dinilai secara menyeluruh oleh forum etik.

Penulis menilai bahwa sanksi yang diberikan harus tidak hanya berorientasi pada individu pelanggar, tetapi juga pada perbaikan sistem pengawasan. Apabila hanya menghukum individu tanpa memperbaiki pola komunikasi anggota dengan keluarga tersangka, maka potensi pelanggaran serupa masih dapat terjadi.

Oleh karena itu, selain sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar, Polres Batu Bara perlu memperkuat pembinaan etik dan pengawasan terhadap anggota yang menangani perkara sensitif. Setiap komunikasi dengan keluarga tersangka harus dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dalam kepentingan dinas.

Sanksi dalam perkara etik semacam ini juga perlu disampaikan secara proporsional kepada publik agar masyarakat memahami bahwa Polri menindak pelanggaran internal. Namun penyampaian kepada publik tetap harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak pribadi anggota selama belum ada putusan etik yang berkekuatan.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah ketiga adalah bahwa anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari sanksi etik, disiplin, demosi, pembinaan, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat apabila perbuatannya terbukti sebagai pelanggaran berat. Jika unsur pidana terpenuhi, proses pidana juga dapat ditempuh sesuai hukum yang berlaku.

Sanksi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam perkara yang berkaitan dengan keluarga tersangka, masyarakat sangat mudah menilai bahwa hukum dapat dibeli apabila ada anggota yang menerima uang. Oleh karena itu, penegakan sanksi harus menunjukkan bahwa integritas penegakan hukum tidak boleh dikompromikan.

Pada akhirnya, sanksi bukan hanya hukuman bagi pelanggar, tetapi juga pesan kelembagaan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga kehormatan profesi. Penerimaan uang dari keluarga tersangka, apapun alasannya, harus dipandang sebagai pelanggaran serius apabila berkaitan dengan perkara pidana dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
 Oleh sebab itu, hasil wawancara mendukung kesimpulan bahwa sanksi terhadap anggota yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka harus diberikan secara tegas, proporsional, dan sesuai tingkat kesalahan agar kehormatan profesi Polri tetap terjaga.
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�Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 74.
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�Hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara mengenai penyebab dugaan penerimaan uang oleh anggota dari keluarga tersangka, bagian 5.


�Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 42.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 1, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 2.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 1, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 3.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 1, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 4.


�M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 50.


�Hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara mengenai tahapan awal pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik, bagian 6.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 1, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 6.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 1, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 7.
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�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 2, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 10.
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�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 3, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 15.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 3, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 16.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 3, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 17.
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�Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 4, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 25.
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�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 5, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 33.


�Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 108.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 6, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 35.
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�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 6, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 37.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 6, keterangan pemeriksaan terkait tahapan pemeriksaan poin 38.
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�Pasal 12B, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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�Pasal 5 ayat (1) huruf b, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 3, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 6.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 4, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 7.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 2, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 8.


�R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 87.


�S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, 1996), hlm. 90.


�Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2018), hlm. 93.


�Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 96.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 5, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 13.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 5, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 14.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 6, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 15.


�Hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara mengenai pengembalian sebagian uang sebagai keadaan yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak menghapus pelanggaran, bagian 12.


�Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 108.


�Pasal 3 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Pasal 4 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 117.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 6, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 20.


�Pasal 10 ayat (2) huruf l, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Pasal 13 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 132.


�S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, 1996), hlm. 135.


�Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2018), hlm. 138.


�Hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara mengenai fungsi preventif sanksi etik dalam menjaga integritas anggota Polri, bagian 13.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 6, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 27.


�Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), hlm. 144.


�Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 147.


�Pasal 23, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta, 2011), hlm. 153.


�Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 156.


�M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 159.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 6, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 34.


�Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2009), hlm. 165.


�Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), hlm. 168.


�Pasal 13 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara mengenai kemungkinan sanksi etik, disiplin, dan proses pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, bagian 14.


�Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Afriadi, S.H., M.H., Polres Batu Bara, tanggal 14 April 2025, hlm. 5, keterangan pemeriksaan terkait sanksi dan fakta penerimaan uang bagian 38.


�R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia: Bogor, 1995), hlm. 177.


�S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHAEM-PETEHAEM: Jakarta, 1996), hlm. 180.


�Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2018), hlm. 183.


�Pasal 5 ayat (2), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), hlm. 189.


�Pasal 22, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


�Hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara mengenai sanksi sebagai pesan kelembagaan untuk menjaga kehormatan profesi Polri, bagian 15.
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